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OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERDAGANGAN KARBON MELALUI BURSA KARBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan
dan Penguatan Sektor Keuangan, perlu menetapkan Peraturan
Otoritas Jasa Keuangan tentang Perdagangan Karbon melalui
Bursa Karbon;

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar
Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995
Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3608) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6845);

2.  Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5253) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023
tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6845);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang
Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6845);

MEMUTUSKAN:
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG
PERDAGANGAN KARBON MELALUI BURSA KARBON.



BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud
dengan:

1.

10.

11.

Gas Rumah Kaca yang selanjutnya disingkat GRK adalah
gas yang terkandung dalam atmosfer, baik alami maupun
antropogenik, yang menyerap dan memancarkan kembali
radiasi inframerah.

Sistem Registri Nasional Pengendalian Perubahan Iklim
yang selanjutnya disingkat SRN PPI adalah sistem
pengelolaan, penyediaan data, dan informasi berbasis web
tentang aksi dan sumber daya untuk mitigasi perubahan
iklim, adaptasi perubahan iklim, dan nilai ekonomi karbon
di Indonesia.

Unit Karbon adalah bukti kepemilikan karbon dalam
bentuk sertifikat atau persetujuan teknis yang dinyatakan
dalam 1 (satu) ton karbon dioksida yang tercatat dalam
SRN PPI.

Sertifikat Pengurangan Emisi GRK yang selanjutnya
disingkat SPE-GRK adalah surat bentuk bukti
pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang
telah melalui pengukuran, pelaporan, dan verifikasi atau
measurement, reporting, and verification, serta tercatat
dalam SRN PPI dalam bentuk nomor dan/atau kode
registri.

Persetujuan Teknis Batas Atas Emisi bagi Pelaku Usaha
yang selanjutnya disebut PTBAE-PU adalah penetapan
batas atas emisi GRK bagi pelaku usaha dan/atau
penetapan kuota emisi dalam periode penaatan tertentu
bagi setiap pelaku usaha.

Efek adalah surat berharga atau kontrak investasi baik
dalam bentuk konvensional dan digital atau bentuk lain
sesuai dengan perkembangan teknologi yang memberikan
hak kepada pemiliknya untuk secara langsung maupun
tidak langsung memperoleh manfaat ekonomis dari
penerbit atau dari pihak tertentu berdasarkan perjanjian
dan setiap derivatif atas Efek, yang dapat dialihkan
dan/atau diperdagangkan di pasar modal.

Pihak adalah orang perseorangan, badan hukum,
perusahaan, usaha bersama, asosiasi, atau kelompok
yang terorganisasi.

Perdagangan Karbon adalah mekanisme berbasis pasar
untuk mengurangi emisi GRK melalui kegiatan jual beli
Unit Karbon.

Bursa Karbon adalah suatu sistem yang mengatur
Perdagangan Karbon dan/atau catatan kepemilikan Unit
Karbon.

Penyelenggara Bursa Karbon adalah pihak yang
menyelenggarakan dan menyediakan Bursa Karbon.
Direksi adalah organ perseroan terbatas yang berwenang
dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan
terbatas untuk kepentingan perseroan terbatas, sesuai
dengan maksud dan tujuan perseroan terbatas serta



12.
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mewakili perseroan terbatas, baik di dalam maupun di
luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.
Dewan Komisaris adalah organ perseroan terbatas yang
bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau
khusus sesuai dengan anggaran dasar serta memberi
nasihat kepada Direksi.

Pasal 2

Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengaturan, perizinan,
pengawasan, dan pengembangan Perdagangan Karbon melalui
Bursa Karbon.

(1)

(2)

(3)

(4)

()

(1)

(2)

Pasal 3

Unit Karbon merupakan Efek.

Unit Karbon yang ditransaksikan di Bursa Karbon wajib

terlebih dahulu dicatatkan pada:

a. SRN PPI; dan

b. Penyelenggara Bursa Karbon.

Penyelenggara Bursa Karbon dapat memfasilitasi

perdagangan Unit Karbon dari luar negeri yang tercatat di

SRN PPI atau unit karbon yang tidak tercatat di SRN PPI,

sepanjang tidak Dbertentangan dengan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

Unit karbon dari luar negeri yang tidak tercatat pada SRN-

PPI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus memenuhi

persyaratan:

a. telah terdaftar, divalidasi, dan diverifikasi oleh
lembaga yang memperoleh  akreditasi dari
penyelenggara sistem registrasi internasional;

b. memenuhi syarat untuk diperdagangkan pada Bursa
Karbon luar negeri; dan

c. persyaratan lain yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan menetapkan persyaratan lain

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c setelah

berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan
urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan
kehutanan.

BAB II
PERSYARATAN PERDAGANGAN KARBON
MELALUI BURSA KARBON

Bagian Kesatu
Kegiatan Usaha

Pasal 4
Pihak yang dapat menyelenggarakan kegiatan usaha
sebagai Bursa Karbon merupakan penyelenggara pasar
yang telah memiliki izin usaha sebagai Penyelenggara
Bursa Karbon.
Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan
oleh pemohon kepada Otoritas Jasa Keuangan.



Pasal 5

Unit Karbon yang diperdagangkan di Penyelenggara Bursa
Karbon terdiri atas:

a.
b.

(1)

(2)

PTBAE-PU; dan
SPE-GRK.

Pasal 6
Penyelenggara Bursa Karbon dapat melakukan kegiatan
lain setelah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.
Penyelenggara Bursa Karbon dapat mengembangkan
produk berbasis Unit Karbon setelah memperoleh
persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(1)

(2)

Pasal 7

Penyelenggara Bursa Karbon wajib menyelenggarakan
perdagangan Unit Karbon yang teratur, wajar, dan efisien.
Penyelenggara Bursa Karbon wajib menyelenggarakan,
menyediakan, dan menggunakan sistem elektronik untuk
mempertemukan transaksi Unit Karbon secara terus-
menerus.
Penyelenggaraan transaksi Unit Karbon sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan secara
langsung antar Pihak dan/atau melalui keperantaraan
pengguna jasa.
Penyelenggara Bursa Karbon dapat mengadakan perikatan
dengan Pihak lain terkait pelaksanaan uji tuntas nasabah
(customer due diligence) dan/atau pembuatan nomor
tunggal identitas pengguna jasa.
Penyelenggara Bursa Karbon wajib menyediakan sistem
perdagangan Unit Karbon yang mencakup:
a. pertemuan penawaran jual dan beli Unit Karbon; dan
b. penyelesaian transaksi Unit Karbon, baik

penyelesaian dana maupun Unit Karbon,
antar Pihak dalam satu sektor yang sama dan/atau dalam
sektor yang berbeda sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Penyelesaian transaksi Unit Karbon dapat dilakukan
dengan menggunakan mekanisme kliring dengan atau
tanpa penjaminan.

Pasal 8

Untuk penyelesaian transaksi Unit Karbon, baik
penyelesaian dana maupun Unit Karbon, Penyelenggara
Bursa Karbon wajib memastikan pengelolaan risiko, serta
kecukupan dana dan Unit Karbon dari Pihak yang akan
melakukan transaksi Unit Karbon.

Penyelenggara Bursa Karbon dapat mengadakan perikatan
dengan Pihak lain terkait kegiatan penyelesaian transaksi
Unit Karbon, baik penyelesaian dana maupun Unit Karbon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).



Pasal 9
Penyelenggara Bursa Karbon dilarang menjadi Pihak yang
melakukan transaksi untuk kepentingan dirinya sendiri di
dalam sistem yang diselenggarakannya.

Pasal 10
Pengembangan infrastruktur perdagangan Unit Karbon
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8 dilakukan
secara terkoordinasi antara Penyelenggara Bursa Karbon dan
Otoritas Jasa Keuangan dengan kementerian terkait.

Pasal 11
Penyelenggara Bursa Karbon merupakan perseroan terbatas
yang berkedudukan hukum di wilayah Indonesia.

Pasal 12
Pengaturan pemanfaatan penerimaan negara dari perdagangan
karbon dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang ditetapkan
oleh pemerintah.

Bagian Ketiga
Permodalan Penyelenggara Bursa Karbon

Pasal 13
(1) Penyelenggara Bursa Karbon wajib memiliki modal disetor
paling sedikit sebesar Rp100.000.000.000,00 (seratus
miliar rupiah).
(2) Modal disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilarang berasal dari pinjaman.

BAB III
PEMEGANG SAHAM, ANGGOTA DIREKSI, DAN ANGGOTA
DEWAN KOMISARIS PENYELENGGARA BURSA KARBON

Pasal 14

(1) Saham Penyelenggara Bursa Karbon hanya dapat dimiliki
oleh lembaga sui generis, warga negara Indonesia, badan
hukum Indonesia, dan/atau badan hukum asing yang
telah memperoleh izin atau di bawah pengawasan
regulator jasa keuangan di negara asalnya.

(2) Badan hukum asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat memiliki saham Penyelenggara Bursa Karbon secara
langsung maupun tidak langsung paling banyak 20% (dua
puluh persen) dari seluruh saham dengan hak suara, baik
secara sendiri maupun bersama-sama.

(3) Pemegang saham penyelenggara bursa karbon dilarang
menggunakan skema nominee arrangement.

(4) Dalam hal terdapat hak khusus untuk mencalonkan
mayoritas anggota Direksi dan/atau anggota Dewan
Komisaris serta hak veto terhadap suatu keputusan atau
persetujuan dalam rapat umum pemegang saham yang
berdampak signifikan terhadap perusahaan, hak tersebut
harus dimiliki oleh pemegang saham berupa lembaga sui
generis, warga negara Indonesia, dan/atau badan hukum
Indonesia.



Pasal 15

(1) Pihak yang dapat menjadi pemegang saham Penyelenggara
Bursa Karbon merupakan Pihak yang disetujui oleh
Otoritas Jasa Keuangan.

(2) Pemegang saham Penyelenggara Bursa Karbon wajib
memenuhi persyaratan integritas dan kelayakan
keuangan.

(3) Dalam memberikan persetujuan atau penolakan kepada
calon pemegang saham sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Otoritas Jasa Keuangan melakukan penilaian
kemampuan dan kepatutan atas calon pemegang saham
Penyelenggara Bursa Karbon.

Pasal 16

(1) Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Penyelenggara Bursa Karbon wajib memenuhi persyaratan
integritas serta kompetensi dan keahlian.

(2) Setiap calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan
Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon wajib terlebih
dahulu lulus penilaian kemampuan dan kepatutan yang
dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan sebelum diangkat
oleh rapat umum pemegang saham Penyelenggara Bursa
Karbon.

Pasal 17
Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara
permohonan persetujuan calon pemegang saham, calon
anggota Direksi, atau calon anggota Dewan Komisaris
Penyelenggara Bursa Karbon ditetapkan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.

Pasal 18
Anggota Direksi Penyelenggara Bursa Karbon wajib berdomisili
di Indonesia.

Pasal 19

(1) Penyelenggara Bursa Karbon wajib mempunyai paling
sedikit 2 (dua) orang anggota Direksi.

(2) 1 (satu) orang di antara anggota Direksi Penyelenggara
Bursa Karbon wajib ditetapkan sebagai direktur utama.

(3) 1 (satu) orang di antara anggota Direksi Penyelenggara
Bursa Karbon wajib memiliki pengetahuan atau
pengalaman di bidang pengendalian perubahan iklim dan
pasar karbon.

(4) Anggota Direksi Penyelenggara Bursa Karbon
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang merangkap
jabatan pada perusahaan lain.

(5) Anggota Direksi Penyelenggara Bursa Karbon
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilarang merangkap
jabatan anggota Direksi yang lain dalam Penyelenggara
Bursa Karbon yang sama.

Pasal 20
(1) Penyelenggara Bursa Karbon wajib mempunyai paling
sedikit 2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris.
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(2) 1 (satu) orang di antara anggota Dewan Komisaris
Penyelenggara Bursa Karbon wajib ditetapkan sebagai
komisaris utama.

Pasal 21

Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara

Bursa Karbon dilarang:

a. mempunyai hubungan afiliasi dengan anggota Direksi
dan/atau anggota Dewan Komisaris lain pada
Penyelenggara Bursa Karbon;

b. memiliki saham atau sebagai pengendali baik langsung
maupun tidak langsung pada pengguna jasa
Penyelenggara Bursa Karbon;

c. melakukan transaksi Unit Karbon yang diperdagangkan di
Penyelenggara Bursa Karbon; dan

d. terlibat dalam penggunaan narkotika tanpa hak atau
melawan hukum.

Pasal 22
Anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Penyelenggara
Bursa Karbon diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun
dan hanya dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa
jabatan.

Pasal 23
Masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris
Penyelenggara Bursa Karbon berakhir apabila:
a. tidak cakap melakukan perbuatan hukum,;
b. dinyatakan pailit atau menjadi anggota Direksi atau
anggota Dewan Komisaris yang menyebabkan suatu
perusahaan dinyatakan pailit;
dihukum karena melakukan tindak pidana;
berhalangan tetap;
e. dinyatakan tidak memenuhi persyaratan oleh Otoritas
Jasa Keuangan; dan/atau
f.  meninggal dunia.

e

BAB IV
OPERASIONAL DAN PENGENDALIAN INTERNAL
PENYELENGGARA BURSA KARBON

Pasal 24

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Penyelenggara Bursa

Karbon wajib melakukan hal:

a. menyediakan sistem dan/atau sarana dalam mendukung
perdagangan dan pengawasan perdagangan Unit Karbon;

b. menyediakan layanan secara adil, efektif, dan efisien
kepada baik calon pengguna jasa Penyelenggara Bursa
Karbon maupun pengguna jasa Penyelenggara Bursa
Karbon tanpa diskriminasi;

c. memiliki pengendalian internal dan manajemen risiko
yang memadai;

d. memiliki, mengimplementasikan, dan mengembangkan
prosedur operasi standar yang dibutuhkan dalam
mendukung kegiatan usaha, paling sedikit mengenai
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pengguna jasa, perdagangan, pengawasan perdagangan,
sistem, peraturan, kerahasiaan  informasi, dan
kelangsungan usaha;

mengadministrasikan, menyimpan, dan memelihara
catatan atas semua aktivitas pengguna jasa dan data
perdagangan Unit Karbon paling singkat selama 5 (lima)
tahun;

membuat peraturan mengenai pengguna jasa, Unit Karbon
yang diperdagangkan, perdagangan, dan pengawasan
perdagangan;

mengawasi kegiatan perdagangan Unit Karbon yang
dilakukan pengguna jasa;

mengambil tindakan tertentu atas setiap indikasi atau
pelanggaran peraturan perundang-undangan terkait
perdagangan Unit Karbon; dan

menyediakan akses dan dukungan kepada Otoritas Jasa
Keuangan untuk kepentingan pengawasan atas
Penyelenggara Bursa Karbon dan pengguna jasanya,
termasuk akses data transaksi secara seketika.

Pasal 25

Peraturan Penyelenggara Bursa Karbon sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 24 huruf f terdiri atas:

a.

pengguna jasa Penyelenggara Bursa Karbon, paling sedikit

memuat:

1. persyaratan untuk menjadi pengguna jasa;

2. prosedur untuk menjadi pengguna jasa;

3. hak, kewajiban, dan/atau larangan pengguna jasa
termasuk  kewajiban  pengguna jasa untuk
melaporkan penyelesaian atas transaksinya kepada
Penyelenggara Bursa Karbon;

4. pemeriksaan kepada pengguna jasa;

5. biaya;

6. laporan; dan

7. sanksi kepada pengguna jasa;

Unit Karbon yang diperdagangkan, paling sedikit memuat:

1. kriteria Unit Karbon yang diperdagangkan;

2. prosedur registrasi atas Unit Karbon yang akan

diperdagangkan; dan

3. biaya;

perdagangan Unit Karbon, paling sedikit memuat:

1. tata cara perdagangan Unit Karbon;

2. waktu perdagangan;

3. ketentuan yang menjamin perdagangan Unit Karbon
di Penyelenggara Bursa Karbon yang wajar
berdasarkan mekanisme pasar;

4. tata cara penyelesaian transaksi;

5. ketentuan yang menjamin tersedianya informasi
pasar yang akurat, aktual, penyebarannya cepat, dan

luas;

6. penggunaan sistem perdagangan utama dan
cadangan,;

7. penghentian perdagangan, kelangsungan

perdagangan dalam kondisi darurat; dan
8. biaya transaksi; dan
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d. pengawasan perdagangan, paling sedikit memuat:

1. parameter pengawasan perdagangan, termasuk
parameter penghentian perdagangan atau pengguna
jasa; dan

2. tindakan yang diambil dalam hal terdapat adanya
indikasi perdagangan yang tidak wajar termasuk
penghentian sementara perdagangan.

BAB V
Pengawasan Bursa Karbon

Pasal 26
(1) Otoritas Jasa Keuangan melakukan pengawasan terhadap
Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.
(2) Ruang lingkup pengawasan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), meliputi:
Penyelenggara Bursa Karbon;
infrastruktur pasar pendukung Perdagangan Karbon;
pengguna jasa Bursa Karbon;
transaksi dan penyelesaian transaksi Unit Karbon;
tata kelola Perdagangan Karbon;
manajemen risiko;
perlindungan konsumen; dan
Pihak, produk, dan/atau kegiatan yang berkaitan
dengan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

S0 R0 o

BAB VI
PERSYARATAN DAN TATA CARA PERIZINAN
PENYELENGGARA BURSA KARBON

Pasal 27

(1) Persyaratan dan tata cara perizinan penyelenggara Bursa
Karbon dilakukan dengan memenuhi prinsip:
a. keterbukaan;
b. akses yang sama bagi semua Pihak; dan
c. regulasi yang menciptakan kesempatan yang sama

(same regulation, same activity and same risk).

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata
cara perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

BAB VII
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAN ANGGARAN DASAR
PENYELENGGARA BURSA KARBON

Pasal 28
(1) Peraturan Penyelenggara Bursa Karbon dan setiap
perubahannya mulai berlaku setelah  mendapat
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan.
(2) Dalam melakukan penyusunan peraturan Penyelenggara
Bursa Karbon dapat berkonsultasi dengan pemangku
kepentingan.
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Pasal 29

Setiap perubahan anggaran dasar Penyelenggara Bursa Karbon
wajib memperoleh persetujuan Otoritas Jasa Keuangan
sebelum diberitahukan atau diajukan kepada menteri yang
menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang hukum dan
hak asasi manusia untuk memperoleh persetujuan.

(1)

(2)

(3)

(1)

BAB VIII
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN TAHUNAN
PENYELENGGARA BURSA KARBON

Pasal 30

Penyelenggara Bursa Karbon harus menyampaikan
rencana kerja dan anggaran tahunan Penyelenggara Bursa
Karbon kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lambat
akhir bulan November setiap tahun pelaporan.
Penyampaian rencana kerja dan anggaran tahunan
Penyelenggara Bursa Karbon pertama kali disampaikan
kepada Otoritas Jasa Keuangan pada saat pengajuan
permohonan izin usaha Penyelenggara Bursa Karbon.
Rencana kerja dan anggaran tahunan Penyelenggara
Bursa Karbon wajib terlebih dahulu mendapat
persetujuan Otoritas Jasa Keuangan sebelum berlaku.

BAB IX
LAPORAN PENYELENGGARA BURSA KARBON

Pasal 31

Penyelenggara Bursa Karbon wajib melaporkan kepada

Otoritas Jasa Keuangan:

a. laporan rekapitulasi transaksi bulanan pengguna
jasa, yang wajib disampaikan paling lambat hari
perdagangan ke-5 (kelima) bulan berikutnya;

b. laporan kegiatan tahunan termasuk laporan
keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akuntan
yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan, yang wajib
disampaikan paling lambat akhir bulan ke-3 (ketiga)
setelah tanggal laporan keuangan tahunan;

c. persetuyjuan dan/atau penolakan atas Pihak yang
mengajukan sebagai pengguna jasa dan/atau
perubahan pengguna jasa, yang wajib disampaikan
paling lambat hari perdagangan berikutnya;

d. perubahan struktur organisasi dan/atau sistem,
yang wajib disampaikan paling lambat hari
perdagangan berikutnya;

e. pelanggaran dan sanksi yang dikenakan terhadap
pengguna jasa, yang wajib disampaikan paling lambat
hari perdagangan berikutnya;

f. peristiwa khusus, yang wajib disampaikan paling
lambat pada akhir hari perdagangan yang sama,;

g. pengunduran diri anggota Direksi dan/atau anggota
Dewan Komisaris, yang wajib disampaikan paling
lambat 2 (dua) hari kerja sejak peristiwa dimaksud
diketahui; dan/atau
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(3)

(1)

(2)

(1)

(2)

(3)

(4)
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h. hasil rapat umum pemegang saham Penyelenggara
Bursa Karbon paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak
tanggal penyelenggaraan rapat umum pemegang
saham tersebut, dengan ketentuan akta notarial
rapat umum pemegang saham Penyelenggara Bursa
Karbon tersebut wajib disampaikan kepada Otoritas
Jasa Keuangan paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah akta tersebut diterima oleh Penyelenggara
Bursa Karbon.

Penyelenggara Bursa Karbon wajib menyampaikan kepada

menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

bidang lingkungan hidup dan kehutanan laporan

rekapitulasi transaksi bulanan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf a dan laporan kegiatan tahunan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

Pengunduran diri anggota Direksi atau anggota Dewan

Komisaris berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf g dapat ditunda Otoritas Jasa

Keuangan jika pengunduran diri tersebut dapat

mempengaruhi kinerja dan operasional Penyelenggara

Bursa Karbon.

Pasal 32

Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal
31 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui sistem pelaporan
secara elektronik.

Dalam hal sistem pelaporan secara elektronik
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum tersedia
laporan disampaikan melalui dokumen cetak atau
dokumen elektronik.

BAB X
KETENTUAN SANKSI

Pasal 33

Setiap Pihak yang melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), ayat (2),
dan ayat (5), Pasal 8 ayat (1), Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14
ayat (3), Pasal 15 ayat (2), Pasal 16, Pasal 18, Pasal 19,
Pasal 20, Pasal 21, Pasal 24, Pasal 29, Pasal 30 ayat (3),
dan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi
administratif.
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan
juga kepada Pihak yang menyebabkan terjadinya
pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dijatuhkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berupa:
a. peringatan tertulis;
b. denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah

uang tertentu;
C pembatasan kegiatan usaha;
d. pembekuan kegiatan usaha;
e. pencabutan izin usaha;
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f.  pembatalan persetujuan; dan/atau
g. pembatalan pendaftaran.

(5) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf {, atau huruf g
dapat dikenakan dengan atau tanpa didahului pengenaan
sanksi  administratif = berupa  peringatan @ tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a.

(6) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) huruf b dapat dikenakan secara
sendiri atau secara bersama-sama dengan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf ¢, huruf d, huruf e, huruf f, atau huruf g.

(7) Tata cara pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 34
Selain sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal
33 ayat (4), Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan tindakan
tertentu terhadap setiap Pihak yang melakukan pelanggaran
ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 35
Otoritas Jasa Keuangan dapat mengumumkan pengenaan
sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
ayat (4) dan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 34 kepada masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36
Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada
tanggal diundangkan.
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2023
KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MAHENDRA SIREGAR

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 2 Agustus 2023

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023 NOMOR 24 /0JK

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1

Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 14 TAHUN 2023
TENTANG
PERDAGANGAN KARBON MELALUI BURSA KARBON

UMUM

Dalam kerangka pengendalian perubahan iklim, Pemerintah Indonesia
telah menyampaikan komitmenya dalam beberapa forum global termasuk
mengimplementasikannya dalam kebijakan domestik Indonesia, yaitu
antara lain dengan penyampaian komitmen Indonesia dalam emisi GRK
tahun 2030 sebesar 32% hingga 43% dibandingkan business as usual,
turut serta dalam penandatanganan Paris Agreement pada acara High-level

Signature Ceremony for the Paris Agreement, serta mempersiapkan

perangkat hukum domestik dalam pencapaian target emisi GRK tersebut.

Menindaklanjuti komitmen Indonesia tersebut, dalam kerangka
pengurangan emisi GRK melalui tata laksana nilai ekonomi karbon,
khususnya dalam konteks Perdagangan Karbon, Pemerintah telah
mempersiapkan perangkat regulasi terkait pasar karbon dalam:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pengesahan Paris
Agreement to the United Nations Framework Convention On Climate
Change;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan
Penguatan Sektor Keuangan;

3. Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Nilai Ekonomi Karbon (NEK) Untuk Pencapaian Target Kontribusi yang
Ditetapkan Secara Nasional dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca
Dalam Pembangunan Nasional; dan

4. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 21 Tahun
2022 tentang Tata Laksana Penerapan Nilai Ekonomi Karbon.

Perangkat hukum perdagangan karbon tersebut di atas telah
mengamanatkan penyelenggara perdagangan di bidang pasar modal untuk
menyelenggarakan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

Penyelenggara perdagangan tersebut diwajibkan terlebih dahulu

memperoleh izin usaha dari Otoritas Jasa Keuangan, sehingga dalam

mempersiapkan kerangka regulasi terhadap Penyelenggara Bursa Karbon
yang melingkupi tata cara permohonan perizinan, tata kelola, persyaratan,
dan pengawasan terhadap Penyelenggara Bursa Karbon sebagai tindak
lanjut terhadap amanat yang diberikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan
penyelenggara perdagangan di pasar modal, diperlukan infrastruktur
regulasi yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan dalam Peraturan
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Otoritas Jasa Keuangan yang mengatur dan menjadi pedoman aspek
kelembagaan dan pengawasan Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Perdagangan Karbon
melalui Bursa Karbon diharapkan dapat menjadi pedoman dan acuan
Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon yang dilaksanakan oleh
penyelenggara pasar dan acuan Otoritas Jasa Keuangan melakukan
pengaturan, pengawasan, serta koordinasi dengan kementerian atau
lembaga terkait serta Perdagangan Karbon melalui Bursa Karbon.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Huruf a
Penyelenggara Bursa Karbon dapat mentransaksikan Unit
Karbon yang tercatat pada sistem registri Unit Karbon di
kementerian teknis yang terhubung ke SRN PPI.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (3)
Perdagangan Unit Karbon luar negeri dapat berupa perdagangan
Unit Karbon yang dilakukan oleh Pihak asing ataupun
perdagangan Unit Karbon yang diterbitkan oleh negara lain atau
Pihak asing.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 4
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “penyelenggara pasar” adalah pihak yang
menyelenggarakan dan menyediakan sistem dan/atau sarana
untuk mempertemukan pihak yang melakukan transaksi atas
Efek atau instrumen keuangan pada pasar modal atau pasar
keuangan yang terorganisir.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 5

Cukup jelas.



Pasal 6

Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “kegiatan lain” antara lain penyediaan
platform perdagangan produk derivatif dengan aset yang
mendasari (underlying) berupa Unit Karbon.

Ayat (2)
Contoh produk berbasis Unit Karbon yang dapat dikembangkan
oleh Penyelenggara Bursa Karbon antara lain produk derivatif
dengan aset yang mendasari (underlying) berupa Unit Karbon.

Pasal 7
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “perdagangan Unit Karbon secara teratur,
wajar, dan efisien” adalah suatu perdagangan yang
diselenggarakan berdasarkan suatu aturan yang jelas dan
dilaksanakan secara konsisten.

Dengan demikian, harga yang terjadi mencerminkan mekanisme
pasar berdasarkan kekuatan permintaan dan penawaran.
Perdagangan Unit Karbon yang efisien tercermin dalam
penyelesaian transaksi yang cepat dengan biaya yang relatif
murah.

Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “sistem elektronik” adalah serangkaian
perangkat dan  prosedur elektronik yang = berfungsi
mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis,
menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan,
dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
Informasi elektronik merupakan satu atau sekumpulan data
elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara,
gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange, surat
elektronik, telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf,
tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah
yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu
memahaminya.

Yang dimaksud dengan “secara terus-menerus” adalah
penyelenggaraan perdagangan yang dilaksanakan secara
berkelanjutan sepanjang Unit Karbon tersebut belum digunakan
sebagai perhitungan pemenuhan kewajiban penurunan emisi oleh
pelaku usaha.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Yang dimaksud dengan “Pihak lain” dalam ayat ini antara lain
Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.

Ayat (5)
Yang dimaksud dengan “sektor” adalah sektor sebagaimana
dimaksud dalam Peraturan Presiden mengenai penyelenggaraan
nilai ekonomi karbon untuk pencapaian target kontribusi yang
ditetapkan secara nasional dan pengendalian emisi GRK dalam
pembangunan nasional.

Penyediaan sistem diselaraskan dengan kebutuhan perdagangan
Unit Karbon dalam satu sektor yang sama atau sektor yang
berbeda.



Ayat (6)
Cukup jelas.

Pasal 8
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “Pihak lain” dalam ayat ini antara lain
Lembaga Kliring dan Penjaminan atau Lembaga Penyimpanan
dan Penyelesaian.

Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “lembaga sui generis” adalah lembaga
yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
Contohnya antara lain Bank Indonesia, Lembaga Pengelola
Investasi, dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Yang dimaksud dengan “nominee arrangement” adalah
kesepakatan dan/atau pengakuan oleh para Pihak dimana suatu
Pihak merupakan pemilik sebenarnya (beneficial atas suatu
saham yang tercatat atas nama Pihak lain dalam kesepakatan
nominee arrangement tersebut baik diikuti atau tidak diikuti
dengan kesepakatan bahwa Pihak yang tercatat sebagai pemilik
bertindak untuk dan atas nama pemilik sebenarnya (beneficial).
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)

Cukup jelas.



Ayat (2)
Penilaian kemampuan dan kepatutan merupakan proses untuk
menilai pemenuhan persyaratan kemampuan dan kepatutan
terhadap calon anggota Direksi atau calon anggota Dewan
Komisaris Penyelenggara Bursa Karbon.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Huruf a

Yang dimaksud dengan “afiliasi” adalah:

a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan
derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu
hubungan seseorang dengan:

1. suami atau istri;

2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari
anak;

3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau
istri dari cucu;

4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau
istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau

5. suami atau istri dari saudara orang yang bersangkutan.

b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan
derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu
hubungan seseorang dengan:

1. orang tua dan anak;
2. kakek dan nenek serta cucu; atau
3. saudara dari orang yang bersangkutan;

c. hubungan antara Pihak dengan karyawan, direktur, atau
komisaris dari Pihak tersebut;

d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana
terdapat satu atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan
komisaris, atau pengawas yang sama;

e. hubungan antara perusahaan dan Pihak, baik langsung
maupun tidak langsung, dengan cara apa pun,
mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau
Pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau
kebijakan perusahaan atau Pihak dimaksud,;

f.  hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang
dikendalikan, baik langsung maupun tidak langsung,
dengan cara apapun, dalam menentukan pengelolaan
dan/atau kebijakan perusahaan oleh Pihak yang sama; atau
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g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama
yaitu Pihak yang secara langsung maupun tidak langsung
memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang
mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Hurufd

Pasal 22

Cukup jelas.

Masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Penyelenggara Bursa Karbon terhitung sejak rapat umum pemegang
saham pengangkatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris
Penyelenggara Bursa Karbon sampai dengan penutupan rapat umum
pemegang saham tahunan pada tahun keempat.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Layanan kepada calon pengguna Jasa Penyelenggara Bursa
Karbon antara lain proses untuk menjadi pengguna jasa
Penyelenggara Bursa Karbon dan layanan informasi dasar
mengenai jasa dan infrastruktur yang disediakan oleh
Penyelenggara Bursa Karbon.

Layanan Penyelenggara Bursa Karbon kepada pengguna jasa
antara lain layanan untuk menunjang perdagangan Unit Karbon
yang diperdagangkan di Penyelenggara Bursa Karbon, layanan
untuk menangani keluhan, dan edukasi serta sosialisasi kepada
pengguna jasa.

Huruf ¢

Cukup jelas.

Huruf d

Proses yang dituangkan dalam prosedur operasi standar yang
dibutuhkan dalam mendukung kegiatan usaha antara lain seperti
akses ke sistem perdagangannya berikut pembatasannya,
perlindungan informasi perdagangan Efek yang dilakukan oleh
pengguna jasa, perdagangan Efek yang dilakukan oleh pegawai
Penyelenggara Bursa Karbon untuk kepentingannya sendiri,
penanggulangan permasalahan sistem, pelaksanaan back-up data
dan aplikasi, rencana kelangsungan usaha (business continuity
plan), dan pengembangan sistem untuk tetap dalam kondisi
terkini.

Huruf e

Catatan atas semua aktivitas pengguna jasa dan data
perdagangan Unit Karbon termasuk data pengguna jasa, data
aktivitas pesanan seperti withdrawal, cancellation dan data
transaksi.



Huruf f

Cukup jelas.
Huruf g

Cukup jelas.
Huruf h

Cukup jelas.
Huruf i

Cukup jelas.

Pasal 25
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Angka 1
Tata cara perdagangan mencakup penyampaian pesanan,
perikatan, dan pembatalan transaksi.
Angka 2
Cukup jelas.
Angka 3
Cukup jelas.
Angka 4
Cukup jelas.
Angka 5
Cukup jelas.
Angka 6
Cukup jelas.
Angka 7
Cukup jelas.
Angka 8
Cukup jelas.
Huruf d
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.



Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Cukup jelas.

Hurufd
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Huruf f
Yang dimaksud dengan “peristiwa khusus” adalah peristiwa
yang terkait dengan gangguan sistem perdagangan dan
pengawasan perdagangan.

Huruf g
Cukup jelas.

Huruf h
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu” antara lain tindakan
Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan Penyelenggara Bursa Karbon
untuk memperbaiki standar prosedur operasional.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.
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